Menimbang : a.

Mengingat :

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 3F TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN KONSULTASI PUBLIK

DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOMBANA,

bahwa untuk memenuhi hak masyarakat dalam menerima
inforémasi sebagaimana ketentuan Pasal 96 ayat (5) Undang-
Undéng Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undéng—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, dalam hal pembentukan
peraturan perundang-undangan di daerah perlu dilakukan
kegiatan konsultasi publik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Konsultasi Publik dalam Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah.

Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Ler.rf1baran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kolaka Utara di
Pro{rinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahhn 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Ind?nesia Nomor 4339); - ; .
Uncjlang—Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
(Ler%nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, gTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undéng Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Und:%lng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerjah (Lembaran Negaré Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
38, Tambahan Lembaran Negaré Republik Indonesia Nomor 5679);

Undéng—Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atasi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Perahlran Perundang-ﬁndangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Repﬁblik Indonesia Nomor 6801);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keugngan dan Admmlstratlf Pimpinan dan Anggota Dewan
Pervsjrakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tah{m 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndQnesia Nomor 6057);

Peraituran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keu?ngan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Non;or 6322); ‘ ’ |

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden NomOr 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Perrjlbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Repﬁblik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186)

Peréturan Menteri Dalain Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembetukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Neéara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Per%ituran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Ped;oman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Reﬁublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178 1);



11.

12.

13.

14.

Menetapkan :

Peratjuran Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017

Nomor 2);

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang
P1mp1nan DPRD dan Anggota DPRD dan Dana Operasional
lepman DPRD sebagaumana telah diubah terakhir dengan
Perai;uran Bupati Bombana Nomor 1 tahun 2020 tentang
Peruibahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 33 Tahun 2017
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2017 tentang P1mp1nan DPRD dan Anggota DPRD dan Dana
Operasmnal Pimpinan DPRD (Benta Daerah Kabupaten Bombana
Tahun 2020 Nomor 1)

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bombana

Peragturan Bupati Bombana Nomor 83 Tahun 2021 tentang

Penyebarluasan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KONSULTASI PUBLIK
DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam P%:raturan Bupati ini yéng dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Bombana.

Bupatj:i adalah Bupati Bombana.

Pemefintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemeﬁntahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemenntahan yang menjadl kewenangan daerah otonom.

.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan

sebagfai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.



S. Pimpinén DPRD adalah p_éjabat Daerah yang memegang jabatan
Ketua bPRD dan Wakil Ketua  DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan. "

6. Peraturén Daerah adaleih Peraturan  Perundang- undangan
yang d1bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bombana dengan persetujuan bersama Bupati Bombana.

7.Badan 3Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut
Bapemperda adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang
khusus: menangani Bidang Perda.

8. Pcmral%arsa adalah Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau
Badan éPembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Bombana
yang rjnengajukan Rancangan yang mengajukan usul Rancangan
Peratuli'an Daerah Kabupaten

9. Sekretériat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang
dipimpiin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada
di baW;\h dan bertanggungiawab kepada Pimpinan DPRD dan secara
admlnlstratlf bertanggung Jawab kepada Bupati melalui sekretaris
daerah

10. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD yang bertugas
menyezlenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan,
mendukung pelaksanaan fung51, tugas, dan wewenang DPRD, dan
menyedlakan serta mengoordmamkan tenaga ahli yang diperlukan
oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD
sesuaij dengan kebutuhan. ;

11. Kons@ltasi Publik adalah kegiatan berbentuk komunikasi dua arah
yang dilakukan secara ‘pasif dan/atau aktif untuk meminta
panda:hgan dari masyarakat, berlangsung dalam setiap tahapan
pembéntukan peraturan perundang-undangan, baik berupa proses
satu }tahap atau proses yang berkelanjutan dengan tujuan
menggmpulkan informasi untuk memfasilitasi penyusunan
peratljlran perundang-unda}ngan yang berkualitas.

12. Pejabajlt Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada unit kerja Sekretariat DPRD yang melaksanakan
satu atau beberapa keglatan dari suatu program sesuai dengan
bldang tugasnya.

13. Hari adalah Hari Kalender ;

14. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang

terdampak langsung dan/ atau mempunyai kepentingan atas materi



mua@ rancangan peraturan daerah.

15. Tenagagadministrasi yang sélanjutnya disingkat TA adalah orang yang
ditunju:k atau disetujuik oleh anggota Bapemperda yang merupakan
pegawai Sekretariat DPRD Non ASN yang bertugas mengelola
kegiatah Konsultasi Publik sebanyak 1 (satu) orang Anggota
Bapemperda.

16. Narasujmber adalah Orang perorang yang memiliki Kompetensi,
Kapasi’;cas dan Kapabilitas terkait dengan Rancangan Peraturan

Daerah yang menjadi objek Konsultasi Publik.

Pasal 2
Bapemperdr%l melaksanakan Konsultasi Publik dalam rangka memberikan
informasi dan mendapatkan . tanggapan dan/atau masukan dari
Masyarakati. |
- Pasal 3
Konsultasi qublik yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
bertujuan aflgar masyarakat dapat merhberikan tanggapan dan/atau
masukan éecara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan
Daerah |
| Pasal 4
(1) Ruang l;ingkup konsultasi publik meliputi Pembentukan Peraturan
Daerah I;nisiatif DPRD.
(2) Konsultf;tsi Publik sebagaiména dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan
pada seﬁap tahapan Pembentukan Perda

BAB I
PERENCANAAN KONSULTASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

Pasal 5
DPRD ményusun perencanaan program pembentukan Peraturan
Daerah.

| Pasél 6
Penyusunajln perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah di

lingkungaﬁ DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.



! 1 Pasal 7
Bapemperdai dalam menyusun program pembentukan Peraturan Daerah
di lingkungén DPRD dapat meminta tanggapan dan/atau masukan dari
Masyarakat. ‘_
Pasal 8
(1) Bapemioerda menyebarluaskan informasi penyusunan perencanaan
prograxin pembentukan Peraturan Daerah kepada Masyarakat
untuk gmendapatkan tanggapan dan/atau masukan.

(2) Penyeb:arluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) d1lakukan dengan cara :

a. mengunggah ke dalam Webs1te Resmi DPRD Kabupaten
Borhbana;

b. mehyampaikan informasi ‘penyusunan perencanaan
program pembentukan Peraturan Daerah di media cetak antara
lam seperti surat pos, surat kabar, papan pengumuman,
selebaran; dan/atau

C. meiaksanakan sosialisasi, pertemuan, atau media lainnya
yaﬁg mudah diakses oleh Masyarakat sesuai dengan kondisi dan
kebutuhannya. :

Pasal 9

(1) Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyediakan media
Konsulta51 Publik yang dapat dlgunakan oleh Masyarakat untuk
membenkan tanggapan dan/ atau masukan terhadap perencanaan
program pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8. |

(2) Media Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mudah diakses sesuai dengan kondisi dan karakteristik
masyérakatnya. |

Pasal 10

TanggaparrI dan/atau masukan dari Masyarakat disampaikan secara lisan

dan/atau }tertulis melalui media sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 kepada pimpinan  Badan Pembentukan Peraturan  Daerah

dengan menyebutkan komentar/ catatan atau usul judul Rancangan

Peraturan Daerah disertai dengan alasannya.

| ~ Pasal 11
(1) Badaﬁ Pembentukan Peraturan Daerah  mencatat dan

mengolah tanggapan dan/ atau masukan sebagaimana dimaksud






b. Pihak—piﬁak yang terkena dampak yang terdiri dari :

1.

Pihak lyang Paling Mempefoleh Manfaat, sebagai pihak yang paling

memperoleh manfaat dari keberadaan rancangan perda yang akan

dibenéuk, pihak ini perlu dilibatkan dalam kegiatan Konsultasi
Publikﬁf untuk mengantisipasi persyaratan dan tata cara bagaimana
manféat yang terlahir dari peraturan daerah tersebut dapat
d11aksanakan .

Pihak | | yang Secara Poten31al akan Terkena Dampak (negatif)
yang }Pahng Besar yaitu pihak yang paling perlu mendapatkan
perhaﬁm dan empati dalam pembentukan peraturan perundang-
undaﬂgan khususnya uhtuk mendengar dan sejauh mungkin
mengakomodas1kan kepentlngan sah mereka, serta untuk
memmlmalkan atau mencari jalan keluar mengatasi dampak negatrif

yang munglun harus ditanggung.

c. Kelompdk-Kelompok Kepentingan yang terdiri dari :

1.
2.
3.

4.

Lembjaga Swadaya Masyarakat terkait;
Asosi;asi terkait;
Kelompok pakar;

Medié Massa

d. Masyarakat luas
Masyarakat luas yang menJadl objek pemberlakuan perda dilibatkan

sebagai plhak dalam keglatan Konsultasi Publik, diperlukan untuk

menlngkatkan kesadaran  dan kepatuhan  mereka  untuk

melaksanakan perda tersebut ‘Masyarakat luas tersebut meliputi,

namun tldak terbatas pada:

a.

Konsumen (consumer), kelompok lingkungan‘ atau kelompok
adv;okasi lainnya (environmental and other advocacy group).
Ma:syarakat asli (indigenous people), kelompok minoritas dan
kelémpok etnik lainnya(minority and ethnic groups).
Majsyarakat sipil dan ésosiasi komunitas (civic and community
assjociations) serta organisasi berbasis keyakinan (faith-based
orgjanizations) .
| ‘Bagia‘n Kedua
Metode dan Media
Pasal 14

Dalam gmelaksanakan Konsultasi Publik, metode yang digunakan

antarafilain sebagai berikut:

a. Konéultasi Informal, meliputi semua bentuk kontak yang bersifat


















